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Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah bahwa pajak daerah 
merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai 
peranan sangat penting dalam pembiayaan penyelenggara pemerintahan daerah dan 
pembangunan daerah. Penerimaan dari sektor pajak daerah ini memberikan sumbangan 
 xiii 
yang terbesar terhadap total Penerimaan PAD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
(1) mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan jumlah 
penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta tahun 1994-2007, (2) 
untuk mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap penerimaan 
pajak daerah di Kota Surakarta tahun 1994-2007. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (time series) 
tahun 1994-2007 yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pusat 
Statisik (BPS) Kota Surakarta dan ditunjang oleh studi pustaka yang berhubungan 
dengan penelitian. Untuk menganalisis pengaruh PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk 
terhadap pajak daerah di Kota Surakarta digunakan model regresi linier berganda 
dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Proses pengujian yang digunakan terdiri 
dari pengujian secara statistik meliputi uji t, uji F, dan uji determinasi (R2). Sedangkan 
untuk pengujian ekonometrika (asumsi klasik) meliputi Uji Multikolinearitas, Uji 
Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. 
Hasil analisa data dengan regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa uji 
secara individu (uji t) pada variabel independen yaitu PDRB, inflasi dan, jumlah 
penduduk dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap penerimaan pajak daerah kota Surakarta, sedangkan variabel inflasi dan 
jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak 
daerah kota Surakarta tahun 1994-2007. Kemudian untuk variabel yang mempunyai 
pengaruh paling dominan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta yaitu 
PDRB, hal ini dapat diketahui karena variabel PDRB mempunyai koefisien beta yang 
paling besar yaitu sebesar 0,956. Hasil Uji ekonometrika juga menunjukkan tidak 






Melihat  hasil analisis data ini, maka disarankan kepada pemerintah Kota 
Surakarta, mengingat penerimaan dari pos pajak daerah memberikan kontribusi yang 
terbesar terhadap total penerimaan PAD Kota Surakarta, maka diharapkan pemerintah 
Kota Surakarta perlu menambah jenis obyek pajak daerah sehingga dapat 
meningkatkan penerimaan untuk pos pajak daerah di Kota Surakarta. Namun upaya 
untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan dengan bijaksana, agar tidak semakin 
membebani masyarakat. Selain itu, dalam upaya peningkatan pajak daerah disarankan 
kepada Pemerintah Kota Surakarta, alangkah sebaiknya sebelum melakukan 
pemungutan pajak daerah dilakukan terlebih dahulu sosialisasi dan pendataan obyek 
pajak daerah agar pada saat proses pemungutan pajak daerah tersebut seluruh wajib 
pajak dapat ditarik kewajiban membayar pajaknya. 
 
 
Kata kunci : Pajak Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan 








A. Latar Belakang Masalah 
Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu 
gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan 
nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat materiil maupun 
spiritual. Dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan daerah yang 
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan 
daerah dan menyelaraskan laju pertumbuhan antar daerah dan pembangunan tersebut 
disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan 
kemampuan daerah tersebut. 
Kebijakan otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 
Januari 2001, menghendaki masing-masing daerah dituntut untuk berupaya 
meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat membiayai 
pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah serta 
dapat menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang antara lain : meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan 




Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah diseluruh wilayah Indonesia, sebagai 
konsekuensi pemerintah pusat memberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang 
No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, 
maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran 
daerahnya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan 
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional 
yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional 
yang berkeadilan (Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004). Melalui pelimpahan kewenangan 
ini peranan keuangan daerah akan semakin penting karena pemerintah daerah dituntut 
untuk lebih aktif dalam mengelola sumber dananya sendiri. Artinya daerah otonom harus 
memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan 
ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus 
menjadi bagian keuangan sendiri yang terbesar (Tambunan, 2001). Dalam menyikapi 
kebijakan otonomi daerah perlu dikaji dan dioptimalkan potensi ekonomi daerah tersebut 
untuk meningkatkan penerimaan daerah itu sendiri. Semakin meningkat penerimaan dari 
daerah sendiri, maka sangat memungkinkan daerah dalam mempercepat pembangunan di 




Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Propinsi Jawa Tengah yang diberi hak 
otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya  sendiri. 
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Salah satu upaya pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan PAD adalah melalui 
pemungutan pajak daerah. Pajak sebagai salah satu sumber PAD yang penting, 
ditingkatkan potensi dan prospeknya, antara lain dengan melakukan kebijaksanaan yang 
akan ditempuh, yaitu dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak daerah 
dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bagi 
pembangunan bangsa. Jenis-jenis pajak daerah di Kota Surakarta menurut Undang-
Undang No. 34 Tahun 2000, terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Gambaran struktur pajak 
daerah di Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini : 
Tabel 1.1 Struktur Pajak Daerah di Kota Surakarta Tahun 2007 





























 Jumlah Pajak Daerah 41.404.082.034 100,00 
Sumber : Dipenda Kota Surakarta. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota 
Surakarta 2007 (diolah). 
 
Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sumbangan terbesar terhadap pajak 
daerah Kota Surakarta tahun 2007 berasal dari sektor pajak penerangan jalan. Pada tahun 
2007 sektor pajak penerangan jalan memberikan sumbangan terhadap pajak daerah 
sebesar 22.860.946.389 rupiah. Hal ini terbukti pada tahun 2007 pajak penerangan jalan 
memberikan kontribusi penerimaan sebesar 55,21% dari total keseluruhan penerimaan 
pajak daerah Kota Surakarta. Gambaran target dan realisasi pajak daerah di Kota 
Surakarta selama tahun 2001-2007 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut: 
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Tabel 1.2.  Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2001-2007 








































Sumber : Dipenda Kota Surakarta. Beberapa Tahun. Target dan Realisasi Pendapatan 
Daerah Kota Surakarta ( diolah). 
 
Berdasarkan pada tabel diatas jumlah realisasi pajak daerah terhadap targetnya secara 
umum mengalami kenaikan, hal ini dapat diketahui dari tahun 2003-2007 realisasi pajak 
daerah telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penerimaan 
dari sektor pajak daerah mempunyai potensi penerimaan yang cukup besar melebihi 
target yang ditetapkan. Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah, maka sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain : Pajak 
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan 
Sumber-Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Gambaran persentase 
penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta tahun 2007 
dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut : 
 
 
Tabel 1.3 Persentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah  
di Kota Surakarta Tahun 2007 























Sumber-Sumber Lain PAD yang Sah 10.984.101.469 12,28 
 Jumlah PAD 89.430.977.982 100,00 
Sumber : Dipenda Kota Surakarta 2007. Penjabaran Realisasi Pendapatan Daerah 
Kota Surakarta (diolah). 
 
Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota 
Surakarta pada tahun 2007 sebagian besar berasal dari hasil pajak daerah dan hasil 
retribusi daerah. Hal ini dapat diketahui dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang 
berasal dari hasil pajak daerah sebesar 41.404.082.034 rupiah dan retribusi daerah sebesar 
33.359.233.949 rupiah. Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi sebesar 
46,30% dan 37,30% dari total keseluruhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota 
Surakarta. Berdasarkan hal itu pemerintah daerah Kota Surakarta selalu berupaya untuk 
meningkatkan sumber penerimaan daerah khususnya dengan meningkatkan penerimaan 
dari sektor pajak daerah. Dengan kontribusi pajak daerah yang semakin besar terhadap 
PAD, maka pemerintah Kota Surakarta akan semakin leluasa dalam memanfaatkan dana 
yang ada, sekaligus akan menambah kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas-tugas 






B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh variabel PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk terhadap 
penerimaan pajak daerah di kota Surakarta tahun 1994-2007? 
2. Diantara variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, variabel 
manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap penerimaan pajak 
daerah di kota Surakarta tahun 1994-2007? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk 
terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surakarta tahun 1994-2007. 
2. Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 
penerimaan pajak daerah di kota Surakarta tahun 1994-2007. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat di peroleh dari dilakukannya penelitian ini adalah : 
1. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penerapan 
teori perpajakan. 
2. Bagi penulis sendiri digunakan untuk latihan penerapan teori yang telah diperoleh 
selama kuliah, melalui pengetahuan serta literature-literatur yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
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3. Sebagai bahan yang mampu memperkaya penelitian-penelitian yang ada 
sebelumnya. 
4. Membantu para peneliti selanjutnya yang masih ingin melakukan penelitian 





















A. Kajian Teori 
1. Otonomi Daerah 
Otonomi daerah secara etinologi berasal dari bahasa Yunani “outos” yang berarti sendiri 
dan “nomos” yang berarti aturan daerah otonomi sebagai kesatuan masyarakat hukum 
dengan batas daerah tertentu, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut yang dimaksud 
dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah 
memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah dimana 
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta 
pembagian keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
2. Landasan Hukum Otonomi Daerah 
Otonomi daerah sebagai perwujudan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang 
berdasarkan asas desentralisasi yang diwujudkan dengan otonomi luas, nyata, dan 
bertanggung jawab dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah 
diatur dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945 antara lain (i) Pasal 1 ayat 1 yang 
berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. (ii) 
Pasal 18 yang menyatakan “Pemerintah Daerah dibentuk atas dasar pembagian daerah di 
Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan 
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dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan 
dalam sistem pemerintah negara dan hak-hak, asal usul dalam daerah yang bersifat 
istimewa”. Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa 
wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah propinsi, dan daerah-daerah propinsi 
dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom, yaitu daerah 
yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administratif, yaitu daerah 
yang tidak boleh berdiri sendiri. Semuanya menurut aturan yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang. 
Dari sisi sejarah perkembangan penyelenggaraan pemerintah di daerah, telah dikeluarkan 
berbagai aturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
antara lain : 
a. Undang-Undang No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, hanya 
mengatur pelaksanaan desentralisasi. 
b. Undang-Undang No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
Daerah yang berdasarkan Undang-Undang Sementara Republik Indonesia. 
c. Undang-Undang No 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
Daerah. 
d. Undang-Undang No 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan. 
e. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang 
diperbarui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah. 
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f. Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pusat dan Daerah, yang diperbarui dengan Undang-Undang No 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. 
Sejalan dengan perlunya dilakukan reformasi di sektor publik, saat ini telah dikeluarkan 
juga Peraturan Pemerintah (PP) untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan 
desentralisasi, antara lain : 
a. Peraturan Pemerintah (PP) No 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. 
b. Peraturan Pemerintah (PP) No 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.. 
c. Peraturan Pemerintah (PP) No 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan. 
d. Peraturan Pemerintah (PP) No 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. 
e. Peraturan Pemerintah (PP) No 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggung Jawaban Kepala Daerah. 
f. Peraturan Pemerintah (PP) No 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 









3. Tujuan Otonomi Daerah 
Tujuan dari otonomi daerah dapat dibedakan dari dua sisi kepentingan yaitu, kepentingan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan Pemerintah Pusat tujuan 
utamanya adalah untuk pendidikan, politik, pelantikan kepemimpinan, menciptakan 
stabilitas politik, dan menciptakan demokratisasi sistem pemerintahan daerah. Bila dilihat 
dari sisi kepentingan Pemerintah Daerah ada tiga tujuan yaitu  (Smith 1986 dalam Abdul 
Halim, 2004) : 
a. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya 
melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat 
lokal atau daerah. 
b. Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan ekonomi akan 
meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memperhatikan hak-hak 
masyarakat. 
c. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah 
diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang 
muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan 
ekonomi daerah. 
Penerapan kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten karena 
daerah kabupaten menjadi basis otonomi daerah. Beberapa hal yang melandasi daerah 
kabupaten atau kota sebagai titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah (Mudrajat 
Kuncoro, 1995) : 
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a. Dari dimensi politik, daerah kabupaten atau daerah kota kurang mempunyai 
fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang 
berkembangnya aspirasi masyarakat federalisme secara relatif bisa minim. 
b. Dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan 
kepada masyarakat relatif dapat lebih efisien. 
c. Daerah kabupaten atau kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan 
pembangunan sehingga daerah kabupaten atau kota yang lebih mengetahui 
potensi rakyat di daerahnya. 
Pemberian otonomi secara utuh kepada kabupaten atau kota menuntut daerah bisa 
memenuhi unsur-unsur mutlak yang harus ada untuk dapat dikatakan sebagai daerah 
otonom. Unsur-unsur tersebut adalah (Joseph Riwo Kaho,1996) 
a. Mempunyai urusan rumah tangga sendiri, yaitu urusan-urusan yang 
diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk diatur dan diurusnya. 
b. Urusan-urusan tersebut diatur sesuai dengan kebijaksanaannya dan diurus 
sesuai dengan inisiatif atau prakarsanya sendiri. 
c. Urusan-urusan rumah tangga daerah tersebut diselenggarakan oleh perangkat 
daerah itu sendiri. 
d. Untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah 






4. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. 
Hubungan keuangan pusat dan daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya sistem 
pemerintahan negara yang membagi secara vertikal tingkat-tingkat daerah otonom yang 
berhak mengurus rumah tangganya sendiri, diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sebagai konsekuensinya timbul 
pembagian tugas antara pusat dan daerah yang menurut Undang-Undang No.33 Tahun 
2004 adalah sebagai berikut : 
a. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat 
atau pemerintah daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah 
tangganya. 
b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah 
dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas itu yang disertai 
pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan 
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya 
kepada yang menugaskan. 
Dalam Pasal 5 UU No.33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Penerimaan Daerah dalam 
pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Dengan 
demikian, besarnya pembiayaan disesuaikan dengan besarnya fungsi kewenangan yang 
dilaksanakan oleh daerah. 
Untuk menjamin kepastian sumber pembiayaan tersebut, daerah diberi dana perimbangan 
yang tersebut dalam Pasal 10 UU No.33 Tahun 2004 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 
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5. Sumber Pendapatan Daerah 
Sesuai dengan  UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 
sumber-sumber Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut : 
a. Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam 
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari : 
1) Pajak Daerah 
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 
daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 
daerah dan pembangunan daerah. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 
2) Retribusi Daerah 
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagaimana pajak daerah, penentuan tarif dan 
tata cara pemungutan retribusi daerah juga ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang 
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 
 
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (antara lain bagian laba dari 
BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga) merupakan penerimaan yang berasal dari 
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perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan prinsip pengelolaan. 
Berdasarkan ekonomi perusahaan tanpa meninggalkan asas public service dan sebagian 
keuntungan wajib disetorkan ke daerah. 
4) Sumber-Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
Sumber-Sumber Lain PAD yang Sah antara lain penerimaan-penerimaan daerah diluar 
pajak dan retribusi daerah seperti : jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. 
b. Dana Perimbangan 
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan-penerimaan APBN 
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk 
membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Dana Perimbangan terdiri dari : 
1) Dana Bagi Hasil Daerah 
Dana Bagi Hasil Daerah yang bersumber dari pajak antara lain : Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak 
Penghasilan (PPh). Sedangkan Dana Bagi Hasil Daerah yang bersumber dari sumber 
daya alam berasal dari : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan 
minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. 
2) Dana Alokasi Umum (DAU) 
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 
membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah 
keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari 
Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara 
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daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan 
antara Propinsi dan Kabupaten/ Kota. 
3) Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan 
khusus tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, 
peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan 
umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. 
c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah 
Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah yang tidak dapat 




1) Pendapatan Hibah 
Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, 
badan/ lembaga asing, badan/ lembaga internasional, pemerintah, badan/ lembaga dalam 
negeri atau perseorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang/ jasa, 
termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar. 
2) Pendapatan Dana Darurat 
Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada 
daerah yang mengalami bencana nasional dan peristiwa luar biasa. 
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6. Pajak dan Aspek-aspek Perpajakan 
a. Pengertian Pajak 
Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah. Banyak ahli memberikan 
deskripsi tentang arti pajak. Definisi pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut : 
1) Prof Dr.Rochmat Soemitro S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk 
dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 
2) Guritno Mangkoesoebroto (1998), Pajak adalah suatu pungutan yang 
merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada 
undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak 
dengan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan 
penggunaannya.  
Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang 
dapat dipaksakan kepada rakyat yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-
Undang tanpa mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai 
pengeluaran umum. 
b. Fungsi Pajak  
Ada dua fungsi pajak, yaitu (Mardiasmo, 2003 : 1-2) : 
1) Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 
2) Fungsi Mengatur (Regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur 
atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 
ekonomi. 
 
c. Syarat Pemungutan Pajak 
 xxxi
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka 
pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2003 : 2-3) : 
1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan 
hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan 
pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya 
mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan 
kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni 
dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, 
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 
Pertimbangan Pajak. 
2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) 
yaitu di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 
maupun warganya. 
 
3) Tidak mengganggu perekonomian yaitu, pemungutan tidak boleh 
mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, 
sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 
4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil) yaitu sesuai fungsi 
budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih 
rendah dari hasil pemungutannya. 
5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana yaitu sistem pemungutan yang 
sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh 
undang-undang perpajakan yang baru. 
 
d. Sistem Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2003 : 7-8) : 
1) Official Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan yang 
memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
2) Self Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 
besarnya pajak yang terutang. 
3) With Holding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 
wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh wajib pajak. 
 
e. Pengelompokan Pajak 
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Pengelompokan pajak didasarkan atas golongan, sifat , dana lembaga pemungutannya 
dan dimasukkan dalam satu kelompok, sehingga terjadi pembagian pajak sebagai berikut 
(Mardiasmo, 2003 : 5-6) : 
1) Menurut Golongannya 
a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. 
Contoh : Pajak Penghasilan. 
b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 
2) Menurut Sifatnya 
a) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
Contoh : Pajak Penghasilan. 
b) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah. 
3) Menurut lembaga pemungutannya 
a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 
b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : 
1. Pajak Propinsi, terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan 
Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan. 
2. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, 
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 
Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. 
 
7. Pajak Daerah 
a. Pengertian Pajak Daerah 
Menurut UU No.34 Tahun 2000 (Pasal 1, Ayat 6) tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 
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orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 
daerah. 
b. Ciri-ciri Pajak Daerah 
Ciri-ciri Pajak Daerah diantaranya dikemukakan oleh Joseph Riwo Kaho (1990 : 130) 
adalah sebagai berikut : 
1) Pajak Daerah adalah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada 
daerah sebagai pajak daerah. 
2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang. 
3) Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-
undang atau peraturan hukum lainnya. 
4) Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran 







c. Jenis- Jenis Pajak Daerah Kabupaten/ Kota 
Sesuai dengan  UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 
jenis-jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut : 
1) Pajak Hotel 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel 
menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Hotel adalah pajak atas semua 
pelayanan hotel. Sedangkan yang dimaksud Hotel adalah bangunan yang khusus 
disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan 
atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran. 
2) Pajak Restoran 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran 
menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan 
restoran. Sedangkan yang dimaksud Restoran adalah tempat menyantap makanan dan 
atau fasilitas minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. 
3) Pajak Hiburan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan 
menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Hiburan adalah pajak atas 
penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud Hiburan adalah semua jenis 
pertunjukan, permaianan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan 
bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. 
 
4) Pajak Reklame 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame 
menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Reklame adalah pajak atas 
penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, atau 
media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan 
untuk memperkenalkan suatu barang, jasa, atau orang yang diletakkan di suatu tempat 
tertentu. 
5) Pajak Penerangan Jalan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 7 Tahun 2003 tentang Pajak 
Penerangan Jalan menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Penerangan Jalan 
adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah 
tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 
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6) Pajak Parkir 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 11 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir 
menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas 
penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik yang 
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan 




d. Tarif Pajak 
Tarif jenis pajak daerah sebagaimana ditetapkan paling tinggi sebesar (Mardiasmo, 2003 : 
99-100) : 
1) Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen). 
2) Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen). 
3) Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen). 
4) Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen). 
5) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen). 
6) Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen). 
 
e. Cara Perhitungan Pajak 
Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar 
pengenaan pajak. Cara penghitungan ini digunakan untuk setiap pajak daerah yang juga 
merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat (Marihot P Siahaan, 2005 : 
65) : 
 




f. Tolok Ukur Untuk Menilai Pajak Daerah (Devas, 1989) yaitu : 
1) Hasil yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan 
berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya 
memperkirakan besar hasil, elastisitas hasil pajak terhadap inflasi dan 
pertumbuhan penduduk, serta perbandingan hasil pajak dengan biaya 
pungut. 
2) Keadilan yaitu dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak 
sewenang-wenang, pajak harus adil secara horisontan, vertikal, dan dari 
tempat-ketempat. 
3) Daya Guna Ekonomi yaitu pajak hendaknya mendorong (atau setidak-
tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya 
guna dalam kehidupan ekonomi. 
4) Kemampuan melaksanakan yaitu pajak harus dapat dilaksanakan dari 
sudut kemampuan politik maupun kemauan tata usaha. 
5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah yaitu pajak harus jelas 
kepada daerah mana dibayarkan, pajak hendaknya tidak mempertajam 
perbedaan antar daerah, pajak tidak menimbulkan beban yang lebih besar 
















8. Pengaruh PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak 
Daerah di Kota Surakarta 
a. PDRB 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai tambah barang dan 
jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi disuatu wilayah tertentu, dalam kurun 
waktu satu tahun. Ada dua jenis penghitungan PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku 
(current year price) dan atas dasar harga konstan (base year price). menurut harga 
berlaku artinya nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun yang 
bersangkutan, yang berarti termasuk kenaikan harga-harga ikut dihitung. Sedangkan 
menurut harga konstan artinya nilai barang dan jasa yang dihasilkan, dihitung 
berdasarkan harga pada tahun dasar. 
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Semakin besar PDRB berarti pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. 
Pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan 
jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan 
ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan PDRB. Semakin tinggi nilai PDRB suatu 
daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Thamrin, 2001). 
Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 
akan meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi 
masyarakat akan meningkat pula, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan 
pajak. Disamping itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi 
pula kemampuan seseorang untuk membayar pajak (ability to pay) berbagai pungutan, 
seperti pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 
b. Inflasi 
Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum 
dan terus menerus (Boediono, 1994). Kenaikan harga dari satu/ dua barang saja tidak 
dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan 
sebagian besar dari harga barang-barang lain. Misalnya kenaikan harga menjelang hari 
raya atau yang terjadi sekali saja dan tidak berdampak terhadap kenaikan sebagian besar 
harga barang-barang lain tidak disebut sebagai inflasi. Di dalam teori kuantitas dijelaskan 
bahwa sumber utama terjadinya inflasi adalah karena adanya kelebihan permintaan 
(demand), sehingga jumlah uang yang beredar dimasyarakat banyak. Kelebihan 
permintaan (demand) tersebut disebabkan oleh  jumlah barang yang dibutuhkan oleh 
masyarakat jumlahnya sangat sedikit dan terjadi kelangkaan barang. Oleh karena jumlah 
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barang yang sedikit dan terjadi kelangkaan barang tersebut, maka menyebabkan harga 
barang menjadi naik. 
Inflasi mempunyai dampak yang luas terhadap perekonomian suatu negara. Inflasi akan 
menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan peningkatan biaya 
produksi perusahaan. Peningkatan biaya produksi akan menyebabkan keuntungan yang 
diperoleh perusahaan berkurang. Oleh karena berkurangnya keuntungan yang diperoleh 
perusahaan, maka penerimaan pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan 
tersebut menjadi semakin menurun. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa laju inflasi 
sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, dimana bila laju inflasi 
meningkat, maka penerimaan pajak daerah akan menurun. 
c. Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnasi (seculer stagnation) yang 
menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau 
memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Perkembangan penduduk yang 
cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi 
karena penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi. Pertama dari segi 
permintaan dan kedua dari segi penawaran. Dari segi permintaan, penduduk bertindak 
sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh 
karena itu, perkembangan penduduk tidak selalu merupakan penghambat pembangunan 
ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan 
menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang 
tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Berdasarkan uraian 
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diatas pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak 







B. Studi Terdahulu 
Beberapa penelitian sejenis pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain : Dina 
Sariana (2007) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 1996-2005. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, PDRB, jumlah kepala keluarga (KK), 
pengangguran, dan pendapatan penduduk terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan. Dari penelitian ini diperoleh variabel inflasi, PDRB dan pendapatan penduduk 
berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel inflasi, PDRB, dan pendapatan penduduk 
sebesar 0,0285; 0,0056 dan 0,0121 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho ditolak Ha 
diterima. Sedangkan nilai probabilitas untuk variabel jumlah KK dan jumlah 
pengangguran sebesar 0,8028 dan 0,5067 sehingga Ho diterima Ha ditolak, maka variabel 
inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data sekunder 
dengan menggunakan time series dari tahun 1996-2005. 
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Agustin Patmawati (2007) juga pernah mengadakan penelitian tentang ”Analisis Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 
Karanganyar pada tahun 1991-2005”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh jumlah rumah tangga, inflasi, dan PDRB terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kabupaten Karanganyar, dan untuk mengetahui besarnya penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Dari penelitian ini diperoleh 
variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel PDRB sebesar 0,0440 
yang lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho ditolak Ha diterima. Sedangkan nilai probabilitas 
untuk variabel inflasi dan jumlah rumah tangga sebesar 0,4343 dan 0,3688, sehingga Ho 
diterima Ha ditolak, maka variabel inflasi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian tersebut adalah data sekunder dengan menggunakan time series dari 
tahun 1991-2005. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kabupaten Karanganyar untuk 5 (lima) tahun mendatang meningkat. 
Romikariyem (2005) juga pernah mengadakan penelitian tentang ”Analisis Faktor-Faktor 
yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar 
tahun 1993-2004”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB dan inflasi 
terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari penelitian ini diperoleh variabel PDRB 
berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel PDRB sebesar 0,0002 yang lebih kecil dari 
0,05 sehingga Ho ditolak Ha diterima. Sedangkan nilai probabilitas untuk variabel inflasi 
sebesar 0,3185, sehingga Ho diterima Ha ditolak, maka variabel inflasi tidak berpengaruh 
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secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian tersebut adalah data sekunder dengan menggunakan time 






C. Kerangka Pemikiran 
Secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 
berikut : 
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran  
 
Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu dicari faktor-faktor yang 
mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Pada penelitian ini, faktor yang mempengaruhi 
penerimaan pajak daerah antara lain : PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk. Dengan 
mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, dapat membantu 
PDRB 






pemerintah Kota Surakarta dalam menentukan kebijakan yang ditempuh guna 







D. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Diduga variabel PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk berpengaruh secara 
signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta tahun 1994-2007. 
2. Diantara ketiga variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, diduga 
variabel PDRB berpengaruh paling dominan terhadap penerimaan pajak daerah di 



















B. Ruang Lingkup Penelitian 
Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan analisis 
data sekunder mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di 
Kota Surakarta pada tahun 1994-2007. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data runtun waktu (time series) dengan periode pengamatan antara tahun 
1994 sampai tahun 2007. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. 
Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dan tanya jawab secara 
langsung kepada pihak-pihak yang berwenang, antara lain : Kepala Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Surakarta. Data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber di luar data 
primer yang sudah diolah seperti : data pajak daerah Kota Surakarta, data PDRB atas 
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dasar harga konstan dan berlaku, data inflasi, data jumlah penduduk, dokumen-dokumen 
Pendapatan Asli Daerah beserta lampirannya, kepustakaan, arsip, data statistik, dan data 
keterangan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Semua data-data ini diperoleh 




D. Metode Pengumpulan Data 
Data yang diperoleh dihimpun melalui teknik kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan 
data dengan cara membaca dan mengumpulkan teori dari buku-buku literature, laporan 
tahunan serta hasil penelitian terdahulu. 
E. Metode Analisis Data 
Metode analisis data digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah di 
Kota Surakarta. 
Dalam penelitian ini, data pajak daerah di Kota Surakarta tahun 1994-2000 adalah data 
tahun anggaran, dan pada tahun 2001-2007 menggunakan tahun kalender, maka sebelum 
dimasukkan dalam persamaan regresi, data pajak daerah tahun 1994-2000 harus dijadikan 
tahun kalender dengan cara menjumlahkan 0,75 data tahun berjalan dengan 0,25 data 
tahun sebelumnya (Mulyanto, 1999). 
Dalam penelitian ini, data PDRB di Kota Surakarta tahun 1994-2000 adalah 
menggunakan harga konstan 1993, dan pada tahun 2001-2007 adalah menggunakan 
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harga konstan 2000, maka sebelum dimasukkan dalam persamaan regresi, data PDRB 
tersebut harus disamakan dahulu tahun dasarnya yaitu dengan menggunakan harga 
konstan 2000. Sehingga data PDRB di Kota Surakarta tahun 1994-2007 menggunakan 
harga konstan 2000. Caranya yaitu dengan mendeflatorkan/ mengindekskan PDRB harga 
konstan 1993 menjadi PDRB harga konstan 2000. (Sadono Sukirno, 1994). 
 
 
F. Definisi Operasional Variabel 
Pengertian dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penerimaan Pajak Daerah adalah jumlah keseluruhan penerimaan yang diterima 
oleh suatu daerah yang bersumber dari pajak daerah, yang diukur dalam satuan 
rupiah pertahun. 
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai tambah 
barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi disuatu wilayah 
tertentu, dalam kurun waktu satu tahun berdasarkan harga konstan, dan diukur 
dalam satuan jutaan rupiah pertahun. 
3. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum dan berlangsung dalam 
jangka waktu yang lama (terus menerus), yang diukur dalam satuan persen. 
4. Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang tinggal/ menetap di suatu 
daerah/ wilayah tertentu, yang diukur dalam satuan jiwa pertahun. 
G. Teknik Analisis Data 
1. Analisi Kuantitatif 
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Alat analisis dasar dalam penelitian ini adalah menggunakan alat yang disebut dengan 
regresi, yaitu suatu model yang menyatakan suatu hubungan antara variabel independen 
dan variabel dependen dalam persamaan matematik. Analisis ini berfungsi untuk 
mengetahui apakah variabel PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk berpengaruh  terhadap 
penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta. Dalam penelitian ekonomi terdapat dua 
model  analisis yaitu model linier dan model log linier. Pada penelitian ini penentuan 
model apakah menggunakan model linier atau model log linier didasarkan pada uji MWD 
test (MacKinnon, White, dan Davidson). Langkah-langkah aplikasi uji MWD test dengan 
bantuan program Eviews 3.0 adalah sebagai berikut (Modul Laboratorium Ekonometrika, 
2007) : 
a. Dua buah persamaan yang akan diuji adalah : 
1) PJKD =  β0 + β1PDRB1 +  β2INF2  + β3JPDDK3  +  
ei 
2) Log PJKD =  β0 + β1PDRB1 +  β2INF2  + 
β3JPDDK3  +  ei 
b. Melakukan regresi terhadap persamaan (1), kemudian dapatkan nilai estimasi 
PJKD (PJKD fitted), yang dinamai PJKDF 
c. Melakukan regresi terhadap persamaan (2), kemudian dapatkan nilai estimasi 
log PJKD (log PJKD fitted), yang dinamai LPJKDF 
d. Nyatakan nilai Z1 sebagai Log (PJKDF) - LPJKDF 
e. Melakukan regresi terhadap persamaan (1) ditambah Z1, bila Z1 hasilnya 
signifikan maka model yang baik adalah model log linier, bila Z1 tidak 
signifikan maka model yang baik adalah model linier. 
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f. Nyatakan nilai Z2 sebagai exp (LPJKDF) - PJKDF 
g. Melakukan regresi terhadap persamaan (2) ditambah Z2, bila Z2 hasilnya 
signifikan maka model yang baik adalah model  linier, bila Z2 tidak signifikan 







Dari hasil uji MWD test (hasil pada bab analisis data), maka model yang sesuai untuk 
analisis data adalah dalam bentuk fungsi regresi linier berganda. Adapun persamaan 
untuk regresi linier berganda adalah sebagai berikut : (Gujarati, 1995 : 158-159) 
PJKD  =  βo + β1 PDRB + β2 INF + β3 JPDDK + ei 
Keterangan :  
PJKD =   Pajak Daerah (dalam satuan rupiah) 
PDRB =   Produk Domestik regional Bruto(dalam satuan jutaan rupiah) 
INF =   Inflasi (dalam satuan persen) 
JPDDK =   Jumlah Penduduk (dalam satuan jiwa pertahun) 
βo   =   Konstanta 
β1, β2, β3 =   Koefisien Regresi dari variabel yang digunakan 
ei  =   Variabel Pengganggu 
Setelah diketahui hasil dari regresi tersebut lalu diadakan pengujian-pengujian : 
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a. Uji Statistik 
a. Uji t 
Uji t adalah pengujian untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel 
independent terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri dengan menganggap 
variabel lain tetap dan konstan. 
Dalam uji t ini digunakan hipotesis sebagai berikut : 
a) Ho : β1 = 0 variabel independent secara individu tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Ha : β1 ≠ 0 variabel independent secara individu berpengaruh terhadap variabel 
dependen. 
b) Tingkat signifikansi 
Dengan bantuan program Eviews 3.0, Untuk menguji signifikan tidaknya koefisien 
regresi adalah dengan melihat probabilitasnya, yaitu : 
a. Jika nilai probabilitasnya < 0,05 maka koefisien regresi itu signifikan 
pada tingkat 5%. 
b. Jika nilai probabilitasnya > 0,05 maka koefisien regresi itu tidak 
signifikan pada tingkat 5%. 
b. Uji F 
Pengujian secara serentak ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 
independent terhadap variabel dependen secara bersama-sama, dengan menentukan 
hipotesis sebagai berikut (Gujarati, 1995 : 162) : 
a) Menentukan Hipotesis 
Ho : β1 = β2 = β3 = 0 variabel independent secara serentak tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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Ha : β1   ≠  β2   ≠  β3   =  0 variabel independent secara serentak 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
b) Tingkat Signifikansi 
Signifikan tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap 
variabel dependen, dengan bantuan program Eviews 3.0 dapat dilihat dari nilai 
probabilitas F-statistik.  
1. Jika nilai probabiltas F-statistik < 0,05 maka koefisien regresi itu 
secara bersama-sama signifikan pada tingkat 5%. 
2. Jika nilai probabiltas F-statistik > 0,05 maka koefisien regresi itu 
secara bersama-sama tidak signifikan pada tingkat 5%. 
c. Koefisien Determinasi (R2) 
R2 merupakan koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui prosentase variasi 
variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independent. Ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, yang ditunjukkan 
oleh besarnya koefisien determinasi R2 adjusted yang besarnya antara 0<R2<1. Koefisien 
determinasi 0 berarti variabel-variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 
dependen. Semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel-variabel independent terhadap 
variabel dependen semakin besar. 
b. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik berguna untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dari asumsi 
klasik, adapun masalah yang merupakan penyimpangan dari asumsi klasik adalah sebagai 
berikut : 
1) Uji Multikolinearitas 
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Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen 
terdapat korelasi atau hubungan dengan variabel independen lainnya dalam model regresi 
(Gujarati, 1995 : 320). Disamping itu masalah ini juga timbul bila antara variabel 
independen berkorelasi dengan variabel pengganggu. Untuk menguji ada tidaknya 
multikolinearitas, dilakukan pengujian dengan motode klein, yaitu membandingkan nilai 
(r2) dengan nilai R2. Apabila nilai R2 > (r2) berarti tidak terjadi multikolinearitas, 
sedangkan apabila nilai R2 < (r2) berarti terjadi gejala multikolinearitas. 
2) Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai 
varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS (Ordinary Least Squares) tidak efisien 
baik dalam sempel kecil maupun besar ( tapi masih tetap tidak bias dan konsisten). Salah 
satu cara untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah dengan uji Park, dengan 
bantuan program Eviews 3.0 perintah yang dapat dilakukan adalah : 
a) Dari hasil regresi OLS akan diperoleh nilai residual. 
b) Nilai residual tadi dikuadratkan, lalu diregresikan dengan variabel 
bebas sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut: 
e1
2 = β0 + β1X1 +  β2X2  + β3X3   
Dimana : 
ei
2 = nilai residual 
a   = nilai koefisien 
X  = banyak koefisien 
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Dari regresi tahap 2) dilakukan uji t, jika β1, β2, dan β3 signifikan, maka terjadi masalah 
heteroskedastisis, sedangkan jika tidak signifikan, maka tidak terdapat heteroskedastisitas 





3) Uji Autokorelasi  
Autokorelasi ditentukan jika terdapat adanya korelasi antara serangkaian observasi yang 
diurut-urutkan menurut waktu (dalam data deretan waktu) atau ruang (dalam data cross 
sectional). Korelasi yang dimaksud adalah diantara kesalahan pengganggu (error 
disturbance). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan uji Durbin 




















Dari hasil estimasi diperoleh nilai d (Durbin Watson), kemudian dengan besarnya d tabel 
dengan tingkat signifikansi 5% (n ; k-1) dimana n = jumlah observasi/ sampel; dan k = 
jumlah variabel, akan diperoleh nilai dl dan du. Hipotesisnya sebagai berikut : 
Hipotesisnya, H0 adalah ujungnya tidak ada serial autokorelasi baik positif maupun 
negatif, maka : 
d < dL   : menolak H0 
d > (4 – dL)   : menolak H0 
du < d < (4 – du) : menerima H0 

























ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 
1. Kondisi Geografis 
Secara geografis, Kota Surakarta terletak antara 110° 45’ 15” dan 110° 45’ 35” Bujur 
Timur dan antara 7° 36’ dan 7° 56’ Lintang Selatan. Wilayah Kota Surakarta atau lebih 
dikenal dengan “Kota Solo” merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 m dari 
permukaan laut.dan berada diantara pertemuan kali/ sungai-sungai Pepe, Jenes, dan 
Bengawan Solo. Suhu udara rata-rata di Kota Surakarta berkisar antara 24,8°C sampai 
dengan 28,1°C, beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 6 mm – 949 mm yang 
dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan, kelembaban udara berkisar antara 66 
% sampai dengan 84 %, tekanan udara antara 1007,30 mb – 1016,10 mb, dengan arah 
angin antara 01 knot sampai dengan 15 knot. 
Batas wilayah Kota Surakarta sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar 
dan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan 
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Kabupaten Sukoharjo, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, dan di 




2. Wilayah Administratif 
Kota Surakarta mempunyai luas wilayah mencapai 44,06 km2. Luas wilayah kota 
Surakarta terbagi menjadi 5 kecamatan, 51 kelurahan, 2.645 RT, dan 592 RW. Kelima 
kecamatan tersebut yaitu : Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar 
Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari. Berikut ini pembagian wilayah 
administratif kota Surakarta Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administratif Kota Surakarta Tahun 2007 
No Kecamatan Luas (Km2) % Kelurahan % RT % RW % 
1 Laweyan 8,64 19,62 11 21,57 452 17,09 105 17,74 
2 Serengan  3,19 7,24 7 13,73 332 12,56 75 12,66 
3 Pasar Kliwon 4,82 10,94 9 17,64 424 16,03 100 16,90 
4 Jebres 12,58 28,57 11 21,57 605 22,87 145 24,49 
5 Banjarsari 14,81 33,63 13 25,49 832 31,45 167 28,21 
 Jumlah 44,04 100 51 100 2.645 100 592 100 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2007 ( diolah). 
Berdasarkan pada tabel diatas, dari kelima kecamatan yang ada di wilayah kota 
Surakarta, kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling besar yaitu Kecamatan 
Banjarsari (14,81 km2) yang mencakup hampir 33,63% dari total keseluruhan luas 
wilayah Kota Surakarta, sedangkan kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling 
kecil adalah Kecamatan Serengan (3,19 km2). Kemudian dengan cakupan wilayah 
administratif yang luas tersebut, Kecamatan Banjarsari mempunyai jumlah kelurahan 
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paling banyak dari pada wilayah administrasi yang lain yaitu sebanyak 13 kelurahan, 




Menurut data yang tercatat pada kantor Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, jumlah 
penduduk Kota Surakarta sebanyak 564.920 jiwa, dengan rincian  jumlah penduduk laki-
laki sebanyak 278.435 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 286.485 jiwa. 
Berikut ini perkembangan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan tingkat kepadatan 
tiap kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2007, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Kepadatan Tiap 




% Laki-laki % Perempuan % Jumlah % 
Tingkat Kepadatan (Jiwa/ 
Km2) 
1 Laweyan 8,64 19,62 53.902 19,36 55.545 19,39 109.447 19,37 12.667 
2 Serengan  3,19 7,24 31.169 11,19 32.260 11,26 63.429 11,23 19.884 
3 
Pasar 
Kliwon 4,82 10,94 42.896 15,41 44.612 15,57 87.508 15,49 18.155 
4 Jebres 12,58 28,57 70.659 25,38 72.630 25,35 143.289 25,37 11.390 
5 Banjarsari 14,81 33,63 79.809 28,66 81.438 28,43 161.247 28,54 10.888 
 Jumlah 44,04 100 278.435 100 286.485 100 564.920 100 Rata-rata 14.597 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2007 (diolah). 
Berdasarkan pada tabel diatas, jumlah penduduk yang paling banyak terdapat di wilayah 
Kecamatan Banjarsari sebanyak 161.247 jiwa atau 28,54% dari total penduduk di kota 
Surakarta dan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Serengan 
sebanyak 63.429 jiwa (11,23%). Jumlah penduduk laki-laki paling banyak terdapat di 
wilayah Kecamatan Banjarsari sebanyak 79.802 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 
paling banyak juga terdapat di wilayah Kecamatan Banjarsari sebanyak 81.438 jiwa. 
Sedangkan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di Kecamatan Serengan 
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dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 19.884 jiwa/ km2 dan tingkat kepadatan 
penduduk paling rendah terdapat di Kecamatan Banjarsari dengan tingkat kepadatan 
penduduk mencapai 10.888 jiwa/ km2.  
4. Pendidikan  
Tingkat pendidikan penduduk Kota Surakarta adalah jumlah penduduk menurut tingkat 
pendidikan yang telah dan sedang ditempuh, dalam hal ini pendidikan formal. 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, tingkat pendidikan penduduk 
Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 4.3 Penduduk Usia 5 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang 
ditamatkan di Kota Surakarta Tahun 2007. 
No Pendidikan Laki-laki % Perempuan % Jumlah % 
1 Tidak Punya Ijasah SD 35.616 16,22 40.068 17,80 75.684 17,02 
2 SD 40.704 18,53 51.092 22,69 91.796 20,64 
3 SMP Umum/ Kejuruan 42.824 19,50 43.248 19,21 86.072 19,35 
4 Madrasah Tsanawiyah 212 0,10 636 0,28 848 0,19 
5 SMU 49.820 22,68 42.824 19,02 92.644 20,83 
6 Madrasah Aliyah 1.696 0,77 636 0,28 2332 0,52 
7 SMK 19.080 8,69 20.988 9,32 40.068 9,01 
8 Diploma I/II 2.120 0,96 4.028 1,79 6.148 1,38 
9 Akademi/D III 9.752 4,44 8.692 3,87 18.444 4,15 
10 D.IV/S1 16.112 7,34 12.296 5,46 28.408 6,39 
11 S2/S3 1.696 0,77 636 0,28 2.332 0,52 
 Jumlah 219.632 100 225.144 100 444.776 100 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2007 (diolah). 
Berdasarkan pada tabel diatas, pendidikan yang paling tinggi yang ditamatkan penduduk 
di wilayah Kota Surakarta yang jumlahnya paling besar adalah tamatan SMU sebanyak 
92.644 jiwa atau 20,83% dari total penduduk yang menempuh pendidikan di kota 
Surakarta. Sedangkan untuk urutan yang kedua adalah penduduk dengan lulusan SD 
sebanyak 91.796 jiwa (20,64%). Kemudian untuk yang ketiga adalah penduduk dengan 
lulusan SMP Umum/ Kejuruan sebanyak 86.072 jiwa (19,35%). 
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5. Keadaan Ekonomi 
PDRB merupakan salah satu cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat suatu 
wilayah. Semakin besar nilai PDRB suatu wilayah, maka semakin tinggi tingkat 
kemajuan pembangunan di wilayah tersebut. Perkembangan PDRB Kota Surakarta 
berdasarkan harga konstan dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 
Tabel 4.4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan 
Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Kota Surakarta Tahun 2006-2007 (Jutaan 
Rupiah) 
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 PDRB 4.067.529,94 100 4.304.287,37 100 5,82 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2007 (diolah). 
Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sumbangan terbesar terhadap PDRB 
Kota Surakarta tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 berasal dari sektor industri 
pengolahan. Pada tahun 2007 sektor industri pengolahan memberikan sumbangan pada 
PDRB sebesar 1.173.422,60 juta rupiah atau 27,26% dari total PDRB kota Surakarta. 
Sumbangan yang besar juga diberikan dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran 
sebesar 1.126.471,69 juta rupiah (26,17%). Hal ini dapat dimengerti karena sektor 
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industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan penyangga 
utama perekonomian Kota Surakarta. 
6. Tenaga Kerja 
Salah satu modal utama dalam perkembangan roda pembangunan adalah tenaga kerja. 
Berdasarkan data yang tercatat pada kantor Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, jumlah 
tenaga kerja yang bekerja sebanyak 261.143 jiwa. Berikut ini perkembangan penduduk 
yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kota Surakarta Tahun 2007, dapat dilihat 
pada tabel 4.2 dibawah ini : 
Tabel 4.5 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kota Surakarta 
Tahun 2007 
No Lapangan Usaha Laki-laki % Perempuan % Jumlah % 
1 Pertanian 1.055 0,71 505 0,45 1.560 0,60 
2 Pertambangan dan Penggalian - - - - - - 
3 Industri Pengolahan 31.635 21,18 26601 23,79 58.236 22,30 
4 Listrik, Gas, dan Air 284 0,19 202 0,18 486 0,19 
5 Konstruksi 9.536 6,39 506 0,45 10.042 3,85 
6 Perdagangan 58.917 39,45 52.970 47,37 111.887 42,85 
7 Angkutan 15.017 10,06 2.638 2,36 17.655 6,76 
8 Keuangan 4.865 3,26 1.409 1,27 6.274 2,40 
9 Jasa-jasa 28.020 18,76 26.983 24,13 55.003 21,05 
 Jumlah 149.329 100 111.814 100 261.143 100 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2007 (diolah). 
Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa, tenaga kerja yang berjenis kelamin 
laki-laki sebanyak 149.329 jiwa dan perempuan sebanyak 111.814 jiwa. Tersebar di 
sepuluh jenis lapangan pekerjaan di Kota Surakarta. Kesepuluh jenis lapangan pekerjaan 
dan jumlah tenaga kerja yaitu Pertanian 1.560 jiwa, Pertambangan dan Penggalian tidak 
terdapat tenaga kerja yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian, Industri 
Pengolahan 58.236 jiwa, Listrik, Gas, dan Air 486 jiwa, Konstruksi 10.042 jiwa, 
Perdagangan 111.887 jiwa, Angkutan 17.655 jiwa, Keuangan 6.274 jiwa, dan Jasa-jasa 
55.003 jiwa. 
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B. Analisis Deskriptif 
Pada analisis deskripif ini akan membahas perkembangan variabel-variabel yang 
mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta antara lain : Penerimaan Pajak 
Daerah,  Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, dan Jumlah penduduk. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Surakarta, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, dan 
sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. 
1. Penerimaan Pajak Daerah 
Penerimaan Pajak Daerah adalah jumlah keseluruhan penerimaan yang diterima oleh 
suatu daerah yang bersumber dari pajak daerah, yang diukur dalam satuan rupiah. Data 
perkembangan dan pertumbuhan Pajak Daerah Kota Surakarta selama periode penelitian 
disajikan dalam tabel dibawah ini : 
Tabel 4.6 Perkembangan dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Surakarta 
Tahun 1994-2007 (Rupiah) 
No Tahun Pajak Daerah Pertumbuhan (%) 
1 1994 4.315.428.000 - 
2 1995 5.569.926.500 29,07 
3 1996 6.325.603.500 13,57 
4 1997 7.269.891.000 14,93 
5 1998 7.811.390.500 7,45 
6 1999 8.841.829.138 13.19 
7 2000 12.816.715.549 44.95 
8 2001 15.880.303.712 23.90 
9 2002 20.943.450.996 31,88 
10 2003 24.656.997.669 17,73 
11 2004 27.395.764.287 11,11 
12 2005 29.089.219.883 6,18 
13 2006 35.589.765.500 22,35 
14 2007 41.404.082.034 16,34 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (diolah). 
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Penerimaan Pajak Daerah Kota 
Surakarta Tahun 1994-2007 cenderung mengalami peningkatan secara terus-menerus. 
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Hal ini terlihat dari besarnya Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 1994 sebesar 
4.315.428.000 rupiah hingga menjadi 41.404.082.034 rupiah di tahun 2007. Selama 
periode penelitian, laju pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta tertinggi 
terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 44.95% dan terendah terjadi pada tahun 2005 yaitu 
sebesar 6,18%. 
2. PDRB 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai tambah barang dan 
jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi disuatu wilayah tertentu, dalam kurun 
waktu satu tahun berdasarkan harga konstan 2000, dan diukur dalam satuan jutaan rupiah 
pertahun. Data perkembangan PDRB Kota Surakarta selama periode penelitian disajikan 
dalam tabel dibawah ini : 
Tabel 4.7 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2000 Kota 
Surakarta Tahun 1994-2007 (Jutaan Rupiah) 
Tahun PDRB Pertumbuhan (%) 
1994 2.637.401,44 - 
1995 2.865.536,62 8,65 
1996 3.128.651,94 9,18 
1997 3.260.719,67 4,22 
1998 2.806.489,55 -13,93 
1999 2.846.979,26 1,44 
2000 2.990.464,32 5,04 
2001 3.113.668,99 4,12 
2002 3.268.559,64 4,97 
2003 3.468.276,94 6,11 
2004 3.669.373,45 5,80 
2005 3.858.169,67 5,14 
2006 4.067.529,94 5,43 
2007 4.304.287,37 5,82 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (diolah). 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 1994-2007 PDRB di Kota Surakarta 
meningkat setiap tahunnya, tahun 1994 tercatat sebesar  Rp 2.637.401,44 dan pada tahun 
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2007 menjadi sebesar Rp 4.304.287,37. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada 
tahun 1996 yaitu sebesar 9,18%, sedangkan laju pertumbuhan PDRB paling rendah 
terjadi pada tahun 1998 dengan laju pertumbuhan sebesar -13,93% hal ini disebabkan 
oleh berbagai faktor diantaranya pasca krisis ekonomi yang mulai terjadi sejak 
pertengahan tahun 1997 berdampak terhadap menurunnya kapasitas produksi perusahaan 
sehingga mengakibatkan perekonomian nasional menjadi lesu termasuk di wilayah Kota 
Surakarta 
3. Inflasi 
Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum dan berlangsung dalam jangka 
waktu yang lama (terus menerus), yang diukur dalam satuan persen. Data perkembangan 
Inflasi Kota Surakarta disajikan dalam tabel dibawah ini : 
Tabel 4.8 Perkembangan Inflasi Kota Surakarta Tahun 1994-2007 















Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (diolah). 
Pada tabel diatas menunjukkan laju inflasi tertinggi di Kota Surakarta terjadi pada tahun 
1998 dengan tingkat inflasi sebesar 66,38 hal ini terjadi saat di negara Indonesia masih 
mengalami resesi ekonomi yang ditandai dengan perekonomian yang belum 
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memperlihatkan tanda-tanda normal kembali, dengan masih belum stabilnya harga-harga 
berbagai jenis barang. Namun pada tahun 1999 perekonomian Kota Surakarta sudah 
dalam keadaan yang membaik dan stabil, hal ini karena pada tahun tersebut tingkat inflasi 
di Kota Surakarta menjadi sebesar 0,48% atau terjadi penurunan sebesar 65,9% dari 
tahun sebelumnya. 
4. Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang tinggal/ menetap di suatu daerah/ 
wilayah tertentu, yang diukur dalam satuan jiwa pertahun. Data Perkembangan dan 
pertumbuhan penduduk Kota Surakarta selama periode penelitian disajikan dalam tabel 
dibawah ini : 
Tabel 4.9 Perkembangan dan Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 1994-
2007 
Tahun Jumlah Penduduk Pertumbuhan (%) 
1994 531.377 - 
1995 533.628 0,42 
1996 536.005 0,44 
1997 539.387 0,63 
1998 542.832 0,64 
1999 546.469 0,67 
2000 550.251 0,69 
2001 553.580 0,60 
2002 554.630 0,19 
2003 497.234 -10,35 
2004 510.711 2,71 
2005 560.046 9,67 
2006 561.576 0,27 
2007 564.920 0,59 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (diolah). 
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 1994 
sebanyak 531.377 jiwa, selanjutnya pada tahun 2007 jumlah penduduk Kota Surakarta 
sebanyak 564.920 jiwa. Berdasarkan perkembangan data yang ada, tingkat pertumbuhan 
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penduduk Kota Surakarta paling tinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 9,67%, 
sedangkan tingkat pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar -
10,35%. Hal ini disebabkan karena sebagian penduduk bermigrasi dan pindah ke kota 
besar untuk mencari pekerjaan. 
C. Analisis Data dan Pembahasan 
Pada penelitian ini penentuan model apakah menggunakan model linier atau model log 
linier didasarkan pada uji MWD test (MacKinnon, White, dan Davidson). Dengan 
bantuan program Eviews 3.0, hasil uji MWD test adalah sebagai berikut : (Modul 
Laboratorium Ekonometrika, 2007 : 83) : 
Tabel 4.10 
Hasil uji MWD test (1) 
 
Dependent Variable: PJKD 
Method: Least Squares 
Date: 12/28/09   Time: 06:28 
Sample: 1994 2007 
Included observations: 14 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -5.47E+10  3.57E+10 -1.535268  0.1591 
PDRB  23692.52  2869.824  8.255740  0.0000 
INF  32685146  85704137  0.381372  0.7118 
JPDDK -11520.15  69795.39 -0.165056  0.8725 
Z1 -3.75E+09  4.82E+09 -0.779012  0.4560 
R-squared  0.904149     Mean dependent var  1.77E+10 
Adjusted R-squared  0.861548     S.D. dependent var  1.22E+10 
S.E. of regression  4.54E+09     Akaike info criterion  47.58121 
Sum squared resid  1.85E+20     Schwarz criterion  47.80945 
Log likelihood -328.0685     F-statistic  21.22386 
Durbin-Watson stat  0.714914     Prob(F-statistic)  0.000132 
Sumber : Hasil Olah Data Eviews 3.0 
 
Tabel 4.11 
Hasil uji MWD test (2) 
 
Dependent Variable: LOG(PJKD) 
Method: Least Squares 
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Date: 12/28/09   Time: 06:50 
Sample: 1994 2007 
Included observations: 14 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -62.02194  46.44862 -1.335281  0.2146 
LOG(PDRB)  4.547824  0.776202  5.859073  0.0002 
LOG(INF) -0.064390  0.109075 -0.590326  0.5695 
LOG(JPDDK)  1.307695  3.586579  0.364608  0.7238 
Z2 -2.80E-11  3.96E-11 -0.708082  0.4968 
R-squared  0.813427     Mean dependent var  23.35055 
Adjusted R-squared  0.730506     S.D. dependent var  0.753596 
S.E. of regression  0.391212     Akaike info criterion  1.233321 
Sum squared resid  1.377425     Schwarz criterion  1.461556 
Log likelihood -3.633248     F-statistic  9.809654 
Durbin-Watson stat  0.889948     Prob(F-statistic)  0.002439 
Sumber : Hasil Olah Data Eviews 3.0 
Berdasarkan hasil uji MWD dengan melihat probabilitas dari variabel Z1 dan Z2 yang 
sama-sama tidak signifikan pada α = 5%, maka dapat disimpulkan bahwa kedua bentuk 
fungsi tersebut (linier maupun log-linier) sama baiknya/ layak digunakan. Oleh karena 
kedua bentuk fungsi tersebut sama baiknya, maka untuk pemilihan model penentunya 
dilihat dari nilai R-squared (R2) linier lebih besar dari pada log linier, maka model yang 
dipakai adalah linier. 
Selanjutnya untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 
dependen, dalam hal ini pengaruh variabel PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk terhadap 
Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 1994-2007 adalah dengan menggunakan model 
ekonometrika E-views 3.0, yaitu dengan alat analisis model regresi linier berganda 
dengan persamaan sebagai berikut : 
 
 
PJKD  =  βo + β1 PDRB + β2 INF + β3 JPDDK + ei 
Keterangan :  
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PJKD =   Pajak Daerah (dalam satuan rupiah) 
PDRB =   Produk Domestik regional Bruto (dalam satuan jutaan rupiah) 
INF =   Inflasi (dalam satuan persen) 
JPDDK =   Jumlah Penduduk (dalam satuan jiwa pertahun) 
βo  =   Konstanta 
β1,β2,β3 =   Koefisien Regresi dari variabel yang digunakan 
ei  =   Variabel Pengganggu 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda disajikan dalam tabel dibawah ini : 
Tabel  4.12 Hasil Analisa Regresi Linier Berganda 
Dependent Variable: PJKD 
Method: Least Squares 
Date: 12/28/09   Time: 06:21 
Sample: 1994 2007 
Included observations: 14 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -5.64E+10  3.49E+10 -1.616854  0.1370 
PDRB  23098.31  2711.669  8.518114  0.0000 
INF  17204424  81713207  0.210546  0.8375 
JPDDK -4536.572  67843.03 -0.066869  0.9480 
R-squared  0.897686     Mean dependent var  1.77E+10 
Adjusted R-squared  0.866991     S.D. dependent var  1.22E+10 
S.E. of regression  4.45E+09     Akaike info criterion  47.50361 
Sum squared resid  1.98E+20     Schwarz criterion  47.68620 
Log likelihood -328.5253     F-statistic  29.24597 
Durbin-Watson stat  0.855285     Prob(F-statistic)  0.000029 
Sumber : Hasil Olah Data Eviews 3.0 
Dari hasil analisa regresi berganda diatas diperoleh model persamaan regresi linier 
berganda sebagai berikut : 
PJKD =  -5,64E+10  +  23098,31 PDRB  +  17204424 INF  –  4536,572 JPDDK  +  ei  
Selanjutnya berdasarkan hasil estimasi persamaan regresi linier berganda pada tabel 4.12, 
dilakukan beberapa pengujian sebagai berikut : 
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1. Uji Statistik 
a. Uji T 
Uji T adalah pengujian untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel 
independent terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri dengan menganggap 
variabel lain tetap dan konstan. Selanjutnya uji t hitung dibandingkan dengan uji t tabel 
atau cara lainnya dengan melihat probabilitasnya. 
Hasil pengujian selengkapnya dapat dilihat secara lengkap sebagai berikut: 
1) Koefisien regresi variabel PDRB menunjukkan nilai t hitung sebesar 8,518114 
dengan probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 
(0,05), ini berarti koefisien regresi dari variabel independen PDRB 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Pajak Daerah pada 
tingkat α = 5%. 
2) Koefisien regresi variabel inflasi menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,210546 
dengan probabilitas sebesar 0,8375 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 
(0,05), ini berarti koefisien regresi dari variabel independen inflasi tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Pajak Daerah pada 
tingkat α = 5%. 
3) Koefisien regresi variabel jumlah penduduk menunjukkan nilai t hitung 
sebesar -0,066869 dengan probabilitas sebesar 0,9480 yang lebih besar dari 
tingkat signifikansi (0,05), ini berarti koefisien regresi dari variabel 
independen jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel dependen Pajak Daerah pada tingkat α = 5%. 
b. Uji F 
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Uji F ini digunakan untuk menguji variabel independent secara keseluruhan dan bersama-
sama, apakah variabel independent mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai Probabilitas (F-statistik) 
dengan tingkat signifikansi (0,05), terlihat bahwa probabilitas (F-statistik) lebih kecil dari 
tingkat signifikansi (0,05) yaitu 0,000029 < 0,05 dengan demikian variabel independen 
(PDRB, inflasi dan jumlah penduduk) secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen yaitu pajak daerah. 
c. Uji Koefisien Determinasi (R2 ) 
Uji R2 digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen dapat 
dijelaskan oleh variasi variabel independent. Nilai Adjusted R2 hasil estimasi 
menunjukkan nilai sebesar 0,8976, yang berarti bahwa 89,76% variasi variabel dependen 
Pajak Daerah dapat dijelaskan oleh variasi variabel independent PDRB, Inflasi, dan 
Jumlah Penduduk, sedangkan sisanya yaitu 10,24% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 
yang tidak tercakup dalam model. 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Multikolinearitas 
Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen 
terdapat korelasi atau hubungan dengan variabel independen lainnya dalam model regresi 
(Gujarati : 1995). Jika dalam model terdapat multikolinearitas, maka koefisien regresi 
menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai standard error setiap koefisien regresi menjadi tidak 
terhingga. 
Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah dengan menggunakan 
metode Klein. Metode Klein ini dilakukan dengan cara membandingkan R2 (koefisien 
determinasi) regresi awal dengan r2 parsial (koefisien korelasi antar variabel independen). 
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Jika nilai  r2 < R2, maka dalam model tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas, 
dan sebaliknya jika r2 > R2, maka model tersebut terdapat multikolinearitas. 
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.13 Hasil Uji Matrik Korelasi  
 PDRB INF JPDDK 
PDRB 1 0,098942 0,069493 
INF 0,098942 1 0,011376 
JPDDK 0,069493 0,011376 1 
Sumber : Hasil Olah Data Eviews 3.0 
 
Dengan diketahui matrik korelasi diatas, maka uji multikolinearitas dapat dilakukan yaitu 
dengan membandingkan r2 dengan R2. Berikut ini hasil uji multikolinearitas : 
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas  
Variabel r2 R2 Kesimpulan 
PDRB - INF 
PDRB - JPDDK 







Tidak Terdapat Multikolinearitas 
Tidak Terdapat Multikolinearitas 
Tidak Terdapat Multikolinearitas 











b. Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas terjadi karena varian yang ditimbulkan oleh faktor pengganggu 
(disturbance) tidak konsisten sepanjang observasi. Heteroskedastisitas terjadi jika muncul 
gangguan dalam fungsi regresi yang tidak sama sehingga penaksiran Ordinary Least 
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Squares (OLS) tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun besar (tetapi masih tidak 
bias dan konsisten). 
Salah satu cara untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah dengan 
menggunakan uji Park yaitu dengan meregres satu dari nilai absolute residual yang 
diperoleh dari estimasi model regresi. Tahap pertama, dilakukan regresi dari model yang 
dipilih kemudian didapatkan nilai residualnya. Tahap kedua, mengkuadratkan nilai residu 
dan meregresinya dengan semua variabel bebas. Jika nilai yang diperoleh signifikan, 
maka terdapat masalah heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila nilai yang diperoleh 
tidak signifikan, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil dari pengujian 
heteroskedastisitas, dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.15 Hasil Uji Park untuk Heteroskedastisitas  






















Tidak terdapat heteroskedastisitas 
Tidak terdapat heteroskedastisitas 
Tidak terdapat heteroskedastisitas 
Tidak terdapat heteroskedastisitas 
Tidak terdapat heteroskedastisitas 
Tidak terdapat heteroskedastisitas 
Tidak terdapat heteroskedastisitas 
Sumber : Hasil Olah Data Eviews 3.0 
 
Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas semua variabel independen 
tidak signifikan pada α = 5%. Dengan demikian asumsi homoskedastisitas atau tidak 
terdapat heteroskedastisitas terbukti. 
c. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi ditandai dengan adanya korelasi antara variabel gangguan sehingga 
penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar. Salah 
















                0               0,76            1,77                                                   2,23             3,24              4 
 
Gambar 4.1  
Uji Autokorelasi 
 
Hasil uji statistik diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 0,855285. Dengan menggunakan 
derajat keyakinan 5%, dengan jumlah sampel sebanyak 14, dan 3 variabel penjelas, maka 
diperoleh nilai dl = 0,76 ; du = 1,77 ; 4-du = 2,23 ; 4-dl = 3,24. Besarnya nilai d (Durbin 
Watson) hasil pengujian sebesar 0,855285 terletak antara dl (0,76) dan du (1,77), maka 
pengujian tidak dapat disimpulkan (tidak meyakinkan) karena nilai d (Durbin Watson) 




D. Interpretasi Hasil Pengolahan Data diatas adalah : 
1. Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak 
daerah, mempunyai hubungan yang positif dan signifikan yang sesuai dengan hipotesis 
penelitian. Dari hasil pengolahan data telah didapatkan besarnya koefisien variabel 
PDRB sebesar 23098,31, artinya apabila PDRB naik 1 juta rupiah, maka penerimaan 
Pajak Daerah juga akan naik sebesar 23098,31 rupiah dengan asumsi variabel yang lain 
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konstan (ceteris paribus). Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin 
besar PDRB berarti pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Bila 
pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan 
meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi 
masyarakat akan meningkat pula, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan 
pajak. Disamping itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi 
pula kemampuan seseorang untuk membayar pajak (ability to pay) berbagai pungutan, 
seperti pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 
Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Romikariyem 2005 
yang menyatakan bahwa variabel PDRB secara positif berpengaruh terhadap penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah. Dari penelitian ini diperoleh nilai probabilitas variabel PDRB 
sebesar 0,0002 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga hasil penelitian menyatakan bahwa 
variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan. 
 
 
2. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap penerimaan Pajak Daerah pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini tidak sesuai 
dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap penerimaan Pajak Daerah. Hasil itu juga tidak sesuai dengan teori yang 
menyatakan inflasi mempunyai dampak yang luas terhadap perekonomian suatu negara. 
Inflasi akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan 
peningkatan biaya produksi perusahaan. Peningkatan biaya produksi akan menyebabkan 
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keuntungan yang diperoleh perusahaan berkurang. Oleh karena berkurangnya keuntungan 
yang diperoleh perusahaan, maka penerimaan pajak yang dipungut pemerintah terhadap 
perusahaan tersebut menjadi semakin menurun. 
Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustin Patmawati 
2007 yang menyatakan bahwa variabel Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dari penelitian ini nilai probabilitas 
variabel inflasi sebesar 0,4343 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga hasil penelitian 
menyatakan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Ketidaksesuaian antara teori dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa inflasi tidak 
berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta,  karena inflasi 
menyebabkan kenaikan harga barang secara terus menerus yang berdampak terhadap 
berkurangnya daya beli masyarakat. Masyarakat yang dirugikan dalam hal ini adalah 
buruh yang bergaji tetap, karena kenaikan harga barang tidak disertai dengan kenaikan 
pendapatan yang setara dengan kenaikan inflasi. Sedangkan bagi masyarakat yang 
berpenghasilan tinggi, dampak inflasi ini tidak begitu dirasakan karena berapapun 
tingginya harga suatu barang, maka barang tersebut tetap akan dibeli karena merupakan 
sifat konsumtif manusia. Oleh sebab itu, keuntungan yang diperoleh perusahaan tetap 
stabil dan penerimaan pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan tersebut juga 
relatif stabil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dampak kenaikan inflasi, 
maka tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Daerah karena masyarakat 
yang berpenghasilan tinggi masih dapat menyerap hasil produksi yang dihasilkan 
 lxxiv
perusahaan, sehingga pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan tersebut 
relatif stabil. 
3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini 
tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Hasil itu juga tidak sesuai 
dengan teori yang ada yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang 
tinggi dan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi akan meningkatkan 
penerimaan pajak daerah. 
Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina Sariana 2007 
yang menyatakan bahwa variabel Kepala Keluarga (KK) tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dari penelitian ini nilai 
probabilitas variabel jumlah KK sebesar 0,8028 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga 
hasil penelitian menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan. 
Ketidaksesuaian antara teori dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa jumlah 
penduduk tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Daerah di Kota 
Surakarta,  karena tidak semua penduduk Kota Surakarta terdaftar sebagai wajib pajak 
yang mempunyai kewajiban membayar pajak. 
E. Variabel Dominan 
Untuk dapat mengetahui variabel yang paling dominan terhadap penerimaan pajak 
daerah, dapat diketahui dari nilai koefisien beta yang terbesar. Hasil penelitian diketahui 
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variabel PDRB merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap 















KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut 
: 
1. Uji secara individu (uji t) pada variabel independen yaitu PDRB, inflasi dan, 
jumlah penduduk dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh 
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yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kota Surakarta, sedangkan 
variabel inflasi dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap penerimaan pajak daerah kota Surakarta tahun 1994-2007. 
2. Uji secara keseluruhan (uji F) menunjukkan semua variabel independen yaitu 
PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kota Surakarta tahun 1994-
2007. 
3. Dari hasil pengujian diperoleh nilai Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0,8976. 
Berarti bahwa 89,76% variasi variabel dependen Pajak Daerah dapat dijelaskan 
oleh variasi variabel independent PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk. 
Sedangkan sisanya yaitu 10,24% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak 
tercakup dalam model. 
4. Hasil pengujian asumsi klasik menyimpulkan bahwa variabel independent 
(PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk) tidak terdapat masalah multikolinearitas 
dan masalah heteroskedastisitas, sedangkan pada uji autokorelasi disimpulkan 
bahwa pengujian tidak meyakinkan karena berada pada daerah ragu-ragu. 
5. Dari hasil penelitian diketahui variabel PDRB merupakan variabel yang memiliki 
pengaruh paling dominan terhadap Pajak Daerah telah terbukti kebenarannya dan 
sesuai dengan hipotesis penelitian. Hasil ini dapat dilihat dari nilai koefisien beta 
yang terbesar yaitu 0,956 
B. Saran 
1. PDRB sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Pajak Daerah, 
seharusnya dipertahankan bahkan ditingkatkan penerimaannya. Dengan nilai 
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PDRB yang semakin besar menunjukkan semakin besar pula potensi penerimaan 
Pajak Daerah Kota Surakarta. 
2. Mengingat penerimaan dari pos Pajak Daerah memberikan kontribusi yang 
terbesar terhadap total penerimaan PAD Kota Surakarta, maka diharapkan 
pemerintah Kota Surakarta perlu menambah jenis obyek Pajak Daerah sehingga 
dapat meningkatkan penerimaan untuk pos Pajak Daerah Kota Surakarta. Namun 
upaya untuk meningkatkan Pajak Daerah perlu dilakukan dengan bijaksana, agar 
tidak semakin membebani masyarakat. 
3. Dalam upaya peningkatan Pajak Daerah disarankan kepada Pemerintah Kota 
Surakarta, alangkah sebaiknya sebelum melakukan pemungutan Pajak Daerah 
dilakukan terlebih dahulu sosialisasi dan pendataan subyek dan obyek Pajak 
Daerah agar pada saat proses pemungutan Pajak Daerah tersebut seluruh wajib 
pajak dapat ditarik kewajiban membayar pajaknya. 
4. Secara umum hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya masih 
kurang sesuai dengan yang diharapkan, maka bagi peneliti yang akan datang 
diharapkan untuk memperluas lagi variabel-variabel lain yang mempengaruhi 
penerimaan pajak daerah dan melakukan olah data dengan metode analisa data 
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